BAWASLU

BADAN PEHGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

J. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

Email set.pinrang@bawasiu.go.id

Nomor : 151/PM.00.02/K.SN-14/05/2024 Pinrang, 28 Mei 2024
Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota,;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah
Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
Pinrang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen
Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di wilayah Kabupaten Pinrang
berakhir pada tanggal 29 Mei 2024 Pukul 23.59 WITA dengan progress 100%,
sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan Calon
perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Memastikan Petugas Verifkator melakukan verifikasi terhadap data/dokumen
dukungan dalam menentukan status MS dan TMS sesuai dengan indikator
keabsahan sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan syarat Dukungan Pasangan
Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Memastikan petugas verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan pasangan
calon perseorangan bersikap netral dan tidak memihak.

4. Memastikan KPU Kabupaten Pinrang menindaklanjuti tanggapan dan masukan
masyarakat atas dukungan pasangan calon perseorangan.

5. Menyampaikan Salinan Berita Acara hasil Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten

Pinrang kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

3. Arsip.
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https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang



